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BAB I1

TINJAUAN TEORI MENGENAI KORBAN TINDAK PIDANA

DALAM KETIDAKTRANSPARANAN INFORMASI

A. Viktimologi
1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan
logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi
yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan
akibatakibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai
suatu kenyataan sosial. * Viktimologi merupakan suatu pengetahuan
ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu
permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.?

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris Victimology yang berasal
dari bahasa latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “logos” yang
berarti studi/ilmu pengetahuan.® Pengertian viktimologi mengalami tiga fase
perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban
kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special victimology.
Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan

saja tetapi meliputi korban kecelakaan.

! Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha
Ilmu, Yogyakarta, 2010, him 43.

? Ibid, him 43.

® Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika Pressindo,
Jakarta, 1993, him 228.
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Pada fase ini desebut sebagai general victimology. Fase Kketiga,
viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan
korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini
dikatakan sebagai new victimology.*

Menurut J.E.Sahetapy,” pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin
yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan
menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan
mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang
kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban
kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan
mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan
mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka
dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap
orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan
lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak
dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai
aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya
kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi

terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.®

* Rena Yulia, op.cit, him 44-45.
® J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, him 158.
® Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, Op.Cit, him 33.
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Menurut kamus Crime Dictionary,” yang dikutip Bambang Waluyo :

Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau
penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan
mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan
oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita,® yang menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat
tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau
orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi
yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh van Boven,® yang merujuk kepada
Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan
Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut :

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita
kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan
emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata
terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (by act)
maupun karena kelalaian (by omission).

2. Ruang Lingkup Viktimologi
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban
pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban,
rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.*
Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana

seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang

" Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,
Sinar Grafika, 2011, him 9.

® Ibid, him 9.

° Rena Yulia, Op.Cit, him 50-51.

" Ibid, him 45,
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tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban
kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan
penyalahgunaan kekuasaan.'

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita, *?
adalah sebagai berikut :

a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.

b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.

c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi
kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat,
pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan
sebagainya.

d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.

e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-
kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha
prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan
peraturan hukum yang berkaitan.

f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat
dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya
dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut
pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing
merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil
interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. ** Suatu
viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan
penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan

dari kepentingan tertentu.

1 1bid, him 45.
12 1bid, him 45-46.
3 Arief Gosita, Op.Cit., him 39.
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Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik
maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih
lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang
meliputi :**

a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan
kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan
bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan
lokal atau dalam skala internasional,

b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara
pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu
atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;

c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak
dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya
sendiri;

d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat
bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;

e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut
aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun Yyang
menyangkut dimensi diskriminasi perundangundangan, termasuk
menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun sudah
diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-
teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi
kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural
secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi
mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat

menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

Y Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,
2006, him 22.
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3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperolen dengan mempelajari ilmu pengetahuan
merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu
itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam
pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis
maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan
dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari
viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak
manfaat yang diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita,** adalah sebagai berikut :

a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi
bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;

b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan
penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk
menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan
beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta
hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini
adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan Kkegiatan
pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan
keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat
langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;

c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya
yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka.
Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak
menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk
memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;

d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak
langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat

1> Rena Yulia, Op.Cit., him 37-38.
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penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akiba-akibat sosial pada
setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi,
politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan
jabatan dalam pemerintahan;

e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian
viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan
dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan
terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses
peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan
kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama
dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu :

a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan
perlindungan hukum;

b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu
tindak pidana;

c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai
sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha
mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan,
delikuensi dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara
dimensional.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban
sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang
mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya
dalam hukum dan pemerintahan.

Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya
penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar

belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus
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operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya,
serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di
pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada
terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan
turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang
dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya
viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam
persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan
dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana
sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit
banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.®

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya
memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini
terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

4. Korban Kejahatan

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban

yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga

mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang

18 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, Op.Cit., him 39.
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dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak
yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.*’
Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
yang dinyatakan bahwa korban adalah “sesecorang yang mengalami
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh

suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

[o})

. Setiap orang;

O

. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;

o

. Kerugian ekonomi;
d. Akibat tindak pidana.
Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat
tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri
sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan
diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan
kepentingan hak asasi yang menderita.

Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan
Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat,
Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (5) mendefinisikan korban sebagai
berikut:

Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami
penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian
ekonomi, atau mengalami pengabaian, penguruangan, atau
perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak
asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.

7 1bid, him 51.
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Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita
kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya
secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannyaa sebagai
target (sasaran) kejahatan.

Menurut Mendelsohn, *® berdasarkan derajat kesalahannya korban
dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

a. Yang sama sekali tidak bersalah;

b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;

c. Yang sama salahnya dengan pelaku;

d. Yang lebih bersalah dari pelaku;

e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku

dibebaskan).

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat
bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kkelompok
yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang
menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas
lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari
korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban

mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

18 1bid, him 52.
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B. Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan

Dalam kajian viktimologi terdapat presfektif dimana korban bukan saja

bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki

keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Menurut Stephen Schafer, !° ditinjau dari persfektif tanggung jawab

korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut :

a.

Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si
pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari
aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;

Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan
korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek
tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-
sama;

Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil
uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian
di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk
merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada
pelaku;

. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan

fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia
(manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek
pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah
setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban
yang tidak berdaya;

. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh

masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan
sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh
terletak pada penjahat atau masyarakat;

Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri
(korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya
sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku
kejahatan;

Y Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi,
Djambatan, Denpasar, 2007, him 124.
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Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali
adanya perubahan konstelasi politik.

Sedangkan ditinjau dari Prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya

kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah,”® menyebutkan beberapa bentuk, yakni

sebagai berikut :

a.

Nonparticipating victims adalah mereka yang tidak menyangkal/
menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam
penanggulangan kejahatan;

Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau
pemicu kejahatan;

. Participating victimsadalah mereka yang tidak menyadari atau

memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya
sendiri;

Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, sebagai

suatu

perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi yang

dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang,?* sebagai berikut :

a.

Primary victimization, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi
korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);

. Secondary victimization,yang menjadi korban adalah kelompok,

misalnya badan hukum;
Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;

. Mutual victimization,yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri,

misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika;

. No victimization, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban

melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen
yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

2 1bid, him 124.
2 1bid, hlm 156.
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Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan
terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi
kejahatan.

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya
karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila
mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara
dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban
dalam timbulnya suatu kejahatan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya
suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara
langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran
viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus
diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara
mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut
proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama
mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang
yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat
memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul
pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik
secara fisik, mental maupun sosial , justru harus pula dianggap sebagai pihak

yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan
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korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang
dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Hentig, > seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa
peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;

b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk
memperoleh keuntungan lebih besar;

c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama
antara si pelaku dan si korban;

d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak
ada provokasi si korban.

C. Transparansi Informasi Penyelidik Polri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya digunakan istilah UU KIP) pada
tanggal 30 April 2008, yang berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) UU KIP
ditetapkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku dua tahun sejak tanggal
diundangkan atau dengan kata lain UU KIP tersebut mulai efektif berlaku
pada tanggal 30 April 2010.%

Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan
tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik, dan penguatan peran
serta masyarakat dalam setiap bidang pembangunan nasional, oleh karena

pada dasarnya akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi

*2 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,
Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him 9.

% Henri Subagiyo, (et. al), Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama), Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
bekerja sama dengan Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) dan Yayasan Tifa, Jakarta,
2009, him. 4-5.
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manusia yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Pada Perubahan Kedua
UUD 1945 Pasal 28 F dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Sebagai konsekuensi atas hak atas informasi tersebut adalah kewajiban
negara untuk memenuhi hak atas informasi tersebut. UU KIP merupakan
jaminan hukum yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya keterbukaan
informasi dalam penyelenggaraan negara. Di negara-negara demokratis,
pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk
memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan
yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang
informasi yang dibutuhkan publik. Itulah sebabnya, di negara demokratis
konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk
mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan
peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat
pada kepentingan publik.

Di dalam kepolisian sistem keterbukaan informasi bagi korban tindak

pidana adalah SP2HP. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

(SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan

% perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Bab XA, Pasal 28 F.
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transparansi penyelidikan/penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP
kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.
Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan
Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal
39 Ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi
penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik
diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.
SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang :

pokok perkara;

tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;

rencana tindakan selanjutnya; dan

himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan
kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

® a0 o

SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim
Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib
disampaikan kepada atasan langsung. SP2HP merupakan layanan kepolisian
yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana
perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga
dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai
kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang

terjadi di masyarakat.”

% \www.google.com, diakses pada hari Kamis 2 Juni 2016 Pukul. 22.00 wib, dengan
kata kunci Keterbukaan Transparansi Informasi Polri.


http://www.google.com/
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Dalam SP2HP, di sisi pojok kanan atas tertera kode yang
mengindikasikan keterangan:

Al: Perkembangan hasil penelitian Laporan;

A2: Perkembangan hasil penyelidikan blm dapat ditindaklanjuti ke
penyidikan;

A3: Perkembangan hasil penyelidikan akan dilakukan penyidikan;

A4: Perkembangan hasil penyidikan;

A5: SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan)

POLRI (Polisi Republik Indonesia)
1. Pengertian POLRI

Istilah polisi sepanjang sejarah mempunyai arti yang berbeda-beda,

sehingga pengertian polisi diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Polisi sebenarnya dari bahasa Yunani "Po/itea” yang berarti seluruh
permintaan Negara Kota, negara Yunani pada abad sebelum masehi
terdiri dari kota-kota saja yang disebut sebagai. Negara Kota.

b. Di belanda pada jaman dahulu polisi dikenal melalui konsep Praja
van Vallenhoven yang membagi pemerintah menjadi 4 (empat) bagian
yaitu:

1) Bestur (pemerintahan);
2) Politie (polisi);
3) Rechtspraak; dan
4) Regeling.
Dengan demikian pollsi dalam pengertian ini sudah dipisahkan
bestur dan merupakan bagian dari pemerintahan sendiri, pada

pengertian ini polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang
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mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-
kewajiban umum.

c. Lain halnya istilah "polisi" dalam bahasa inggris mengandung arti lain
yang dinyatakan oleh Charles Reith dalam bukunya The Blind of
History yang menyatakan bahwa polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk
memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.”®
Pengertian ini berpangkal tolak dari pemikiran bahwa manusia adalah
mahluk sosial, hidup berkelompok dan membuat aturan-aturan yang
disepakati bersama. Diantara kelompok-kelompok itu terdapat
anggota-angota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga
tumbuh masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan
menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar, dari
pemikiran tersebut kemudian diperlukan polisi.

d. Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945,
POLRI mencoba memakai sistem Kepolisian Federal yang berada di
bawah Departemen dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak
antar propinsi bahkan antar kersidenan.

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian polisi adalah :

"Suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat
yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian
yang merupakan bagian dari fungsi kambtibmas”

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa polisi bukan sekedar

oknum berseragam POLRI yang dilengkapi senjata, melainkan

% Citra Nur Azizah, The Blind of History, Jakarta, 2011, him 22.
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memiliki arti yang lebih mendalam yang mengarah pada pengabdian
pada masyarakat.

Disamping itu, pengertian Polisi menurut Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 1
Ayat (1), pengertian kepolisian yaitu :

"Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan
fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan".

Dari pengertian di atas, maka kepolisian berarti berkaitan dengan
lembaganya, sedangkan polisi menunjukkan person atau orang yang
termasuk dalam anggota kepolisian dengan syarat-syarat tertentu yang
diatur dengan Undang-Undang. Jadi polisi adalah anggota atau pejabat
kepolisian yang mempunyai wewenang umum kepolisian yang
dimiliki berdasarkan Undang-Undang yang berstatus pegawai negeri
sipil yang mempunyai fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.

. Sedangkan menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 dikatakan bahwa Kepolisian adalah alat negara yang

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman
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dan pelayan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri.?’
2. Tugas dan Wewenang POLRI

Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan wewenang sebagai aparat
penegak hukum mesti diawasi, baik secara internal maupun secara eksternal,
karena dengan adanya pengawasan ini tidak akan muncul suatu kekuasaan
yang sewenang-wenang, Kekuasaan yang otoriter, karena dalam system
ketatanegaran, jika suatu kekuasaan tanpa diawasi oleh lembaga yang lain
akan menciptakan kekuasaan yang absolut.

Penggunaan wewenang tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan
penegakan hukum dan Kketertiban masyarakat. Adanya wewenang dan
penggunaan wewenang dari aparat kepolisian ditinjau dari aspek positifnya
justru merupakan sarana Undang-Undang dan sarana bagi petugas karena
tanggungjawabnya pada tugas-tugas itu.

Senada dengan apa yang di ucapkan oleh Soerjono Soekanto,?® yaitu :

"Apabila suatu tindak atau perilakuitu sesuai dengantujuan atau
maksud hukum disebut sikap tindak atau perilaku yang positif.
Dan apabila sebaliknyadisebut perilakuyang negatif.”

Oleh karena itu penggunaan kewenangan aparat kepolisian harus sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku, dimana dalam penggunaan wewenang
aparat kepolisian sangat bersentuhan dengan hak-hak asasi manusia

sebagaimana bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa :

T www.google.com, diakses pada hari jumat 3 Juni 2016 pukul 16.00 wib, dengan kata
kunci Pengertian Polri.
% Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya, 1985, him 7.


http://www.google.com/
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"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk
mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan
tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu
fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan kekuasaan dan
ketertiban masyarakat. Mengenai tugas dan wewenang aparat kepolisian,
dicantumkan pada bab Il Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan
pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum dan,

c. Memberikan periindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat

Pada pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam
menjalankan tugas pokok kepolisian, aparat kepolisian bertugas menjalankan:

a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

b. Membina masyarakat untuk meningkatkan pertisipasi masyarakat,

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat
terhadap hukum dan aturan perundang-undangan.

c. Turut serta dalam membina hukum nasional.



52

d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa.

f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnnya.

g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan
tugas kepolisian.

h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjungjung tinggi hak
asasi manusia.

i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di
tangani oleh institusi dan/atau pihak yang berwenang.

j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada.

Adapun mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan

pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil,
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dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lebih lanjut diatur dengan peraturan
pemerintah.

Pasal 15, 16, dan 17 memaparkan wewenang aparat kepolisian dalam
menjalankan tugas. Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Ayat 1 (satu) kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum;

c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;

d. Mengawasi aliran yang dapat rnenimbulkan perpecahan atau

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

administratif kepolisian;.

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dan tindakan

kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret sesorang;

I. Mencari keterangan dan barang bukti;

J. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional ;

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat ketererangan yang diperlukan

dalam rangka pelayanan masyarakat;

I. Memberikan bantuan pengamanan pada siding dan pelaksanaan

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
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m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pada Ayat 2 (dua) Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan

peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan
kegiatan masyarakat lainnya;

b. Menyelengarakan registarsi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. Memberikan izin dan pengawasan terhadap senjata api, bahan
peledak, dan senjata tajam;

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap
badan usaha di bidang jasa pengamanan;

g. Memberikan petunjuk. mendidik, dan melatih aparat kepolisian
khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis
kepolisian;

h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik
dan memberantas kejahatan intemasional;

i. Melakuakan pengawasan fungsional kepolisian terhdapa orang asing
yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

J. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
intemasional.

k. Melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup tugas

kepolisian.
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Pada Pasal 3 disebutkan tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana di
maksud dalam Ayat (2) hurut a diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah:

Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hurut |
adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan

tersebut dilakukan;

c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan;

e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17 menyatakan :

“Pejabat Kepolisian Republik Indonesia menjalankan tugas dan
wewenangnya diseluruh wilayah Republik Indonesia khususnya
didaerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan™

Jadi dalam hal ini pelaksanaan tugas dan wewenang aparat kepolisian
telah dipaparkan secara rinci sesuai dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.





